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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT LEMBAGA
ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

(Studi Kasus Putusan No.10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN. NIAGA. JKT.PST)

OLEH
ASTARI SITI SARI DEWANI

13.840.0181

Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga
tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan
hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana
kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sudah
terdapat klausul arbitrasenya, bagaimana keterkaitan antara pengadilan dengan
lembaga arbitrase dan bagaimana bentuk sengketa antara PT.Mitra Integrasi
Kopetendo dengan Asosiasi Asuransi Jiwa.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengadilan awalnya
mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara aquo yang terjadi antara
penggugat dengan tergugat I, akan tetapi pengadilan tidak mempunyai wewenang
untuk memeriksa perkara tersebut disebabkan kedua belah pihak sudah mempunyai
perjanjian sebelumnya dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan arbitrase.
Keterkaitan antara pengadilan dengan lembaga arbitrase terdapat pada Pasal 11 ayat
(1) Undang-undang Arbitrase, akan tetapi pengadilan tidak bisa memeriksa perkara
aquo tersebut apabila klausuia arbitrase sudah ada. Serta Bentuk sengketa antara
PT.Mitra Integrasi Kopetendo dengan Asosiasi Asuransi Jiwa adalah sengketa
perjanjian bukan sengketa hak cipta.

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode
penelitian normatif. Penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan
studi kepustakaan atas sumber bacaan dan dari buku-buku para sarjana ahli hukum
dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang di
bahasdalam penulisan skripsi ini.

Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Lembaga Arbitrase
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ABSTRACT

JUDICIAL REVIEW OF THE ABSOLUTE COMPETENCE OF THE

ARBITRAL INSTITUTION IN RESOLVING CIVIL

(Case Studies Verdict No.10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN. NIAGA. JKT.PST)

BY
ASTARI SITI SARI DEWANI

13.840.0181

Arbitration institution is a body chosen by the parties to the dispute to give a
decision regarding a particular dispute. The agency can also provide a binding
advisory opinion regarding a particular legal relationship in case a dispute arises yet.

As for the problems posed in this study is how the authority of the court to
examine and adjudicate disputes that already has a clause arbitrase, how the
relationship between the court with the arbitration institution and how the shape of
dispute between the court with arbitration institution and how the shape of dispute

between PT. Mitra Integrasi Kopetendo and Asosiasi Asuransi Jiwa.

Results of research and discussion explains that initially the court has the
authority to hear cases aquo that occurred between the plaintiff and the plaintiff II,
but the court did not have the authority to examine the case because the two sides
already have a previous agreement to resolve the dispute by arbitration. Linkages
between courts with arbitration institutions contained in article 11 paragraph (1) law
arbitrase, but the court can not examine the aquo case if the arbitration clause was
already there, as well as the shape of dispute between Pt.Mitra Integrasi and Asosiasi

Asuransi Jiwa is not a treaty dispute copyright disputes.

Methods of research in writing this paper uses normative research methods.
Writer looking for and collecting data by conducting a literature study on the source
of reading and of reading and of books of scholars legal experts and academics of a

scientific nature related to the issues discussed in this essay writing.

Keywords : Absolute Competence, Arbitration institution
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya suatu perikatan dalam kehidupan bermasyarakat, disebabkan adanya

suatu persetujuan atau lahir karena undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal

1233 KUHPerdata. Selanjutnya, Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa

perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk

tidak berbuat sesuatu.! Disamping itu menurut R. Subekti, perikatan adalah suatu

hubungan hukum diantara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban dimana

terdapat suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk

memenuhi tuntutan tersebut.?

Dalam suatu perikatan yang lahir dari suatu persetujuan dua pihak atau lebih,

perikatan tersebut lazim dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian

terdapat kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian atau yang biasa disebut asas

kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut diatur dala Pasal 1338

KUHPerdata, dimana setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian

dengan siapa saja dan meliputi apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan

ketertiban umum.

Para pihak yang memiliki niat untuk membuat perjanjian akan bebas memilih

jenis perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut. Isi dari suatu perjanjian biasanya

! Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin. Cetakan

Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 313.

2 R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Cetakan Kelima, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1988, him.2.
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mengandung cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih oleh para pihak. Hal ini

dinamakan choice of forum atau pilihan forum untuk penyelesaian sengketa.

Pilihan forum dimaksudkan agar para pihak dapat menentukan bagaimana

sengketa yang timbul dari perjanjian dapat diselesaikan. Pilihan forum adalah pilihan

mengenai lembaga apa yang akan digunakan sebagai badan penyelesaian sengketa

yang timbul dari perjanjian tersebut.

Penyelesaian sengketa biasa ditempuh melalui proses litigasi dan non litigasi.

Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan,

sedangkan non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan.®

Pada era globalisasi sekarang ini mempengaruhi semua bidang kehidupan,

namun yang paling tampak dan terasa adalah dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi yang berkembang dengan pesat membuat sistem perdagangan dan

perindustrian ikut pula maju dengan pesat baik di dalam hubungan yang mecakup

secara nasional maupun secara internasional.

Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilatural dan

bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi

yang borderless dalam dunia perdagangan. Dengan adanya perkembangan dalam hal

pertumbuhan ekonomi ini, di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun

di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun

pertentangan atau sengketa sebagai akibat dari adanya salah satu pihak yang

berselisih terhadap kontrak dagang tersebut.

® Eko Marwanto,”Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Aspek Hukum

Indonesia, Diakses 20 Agustus 2016
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Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa
tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara baik yang

dapat memuaskan bagi semua pihak.

Menurut Priyatna Abdurasyid, sengketa juga berhubungan dengan soal yang

sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan,misalnya :

1. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri,
atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-

penjelasan tentang kenyataan data tersebut.

2. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran

menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum.

3. Akibat perbedaan teknis, termasuk perbedaan pendapat dari ahli teknik

dan profesional dari para pihak.

4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul,misalnya dalam
penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan

asumsi.

5. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas,

budaya, nilai-nilai dan sikap.*

* Priyatna Abdurasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (suatu Pengantar),
Jakarta PT. Fikahayati dan BANI, Jakarta, 2002, him.5-6.
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Konflik dalam dunia bisnis selalu tidak menguntungkan dan kontra produktif

dengan tujuan bisnis. Terlalu banyak energi dan sumber daya yang terkuras yang

dikeluarkan oleh para pihak untuk saling mempertahankan keyakinan dan

kepentingannya. Konflik atau sengketa tersebut haruslah di selesaikan. Dikarenakan

penyelesaian sifatnya adalah segera, karena apabila tidak segera ditanggapi dengan

tanggap maka permasalahan atau sengketa akan semakin memuncak. Dimana

masalah bisa semakin besar dan mengakibatkan adanya kekerasan diantara kedua

belah pihak tersebut. Oleh karena itu konflik atau sengketa yang terjadi haruslah

secepatnya diselesaikan oleh para pihak dengan menggunakan lembaga yang

tersedia, baik secara formal (melalui lembaga litigasi) maupun non formal (non

litigasi).

Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu

diantaranya sebagai berikut :

1. Negosiasi (perundingan)

Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan asal usul anatar dua pihak

untukmenyelesaikan suatu persengketaan yang tidak melibatkan pihak ketiga, dan

diantara keduanya tidak ada lagi selisih paham setelah mendapatkan keputusan

penyelesaian sengketanya, serta keduanya saling menerima kesepakatan tanpa ada

paksaan dari pihak manapun, dimana keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.
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2. Enquiry (penyelidikan)

Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dan tidak

memihak keduanya dimaksud untuk mencari fakta. Hal ini bisa kita sebut misalnya

melalui kepolisian, dimana mengupas tuntas dan menyelidiki hingga ketemu akar

masalahnya. Dan dimana fakta yang benar itulah yang benar dan harus diterima oleh

kedua belah pihak.

3. Good offices (jasa-jasa baik)

Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa

tidak dapat menyelesaikan secaara langsung persengketaan yang terjadi diantara

mereka. Dalam hal ini pihak yang bersengketa memberikan kuasa kepada jasa yang

dipercaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sering Kita sebut pengacara,

dimana pengacara mencari bukti kebenaran yang memihak kepada yang memberi

perintah namun tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku.’

Salah satu badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dipilih

oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah arbitrase. Arbitrase menjadi sistem

penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang cukup populer di dalam dunia

perdagangan karena arbitrase di pandang lebih singkat prosesnya dan lebih bersifat

rahasia daripada peradilan umum. Arbitrase adalah suatu lembaga penyelesaian

sengketa di luar pengadilan formal. Hukum memberikan kekuatan yang sama untuk

putusan badan pengadilan arbitrase sebagaimana hukum memberikan kekuatan yang

> Yuarta.blogspot.co.id/2011/03/31/cara-cara penyelesaian sengketa.html (diakses pada

tanggal 15 september 2016)
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sama pada putusan pengadilan tingkat akhir, dan keputusan dapat di jalankan atau

dieksekusi atas perintah Kepala Pengadilan Negeri. ®

Yuridiksi arbitrase muncul ketika ada klausul mengenai pilihan yuridiksi atau

pilihan forum di dalam perjanjian, yang menyebutkan bahwa arbitrase merupakan

badan penyelesaian sengketa yang di pilih oleh para pihak untuk menyelesaikan

sengketa yang timbul. Klausul tersebut disebut dengan Klausul Arbitrase. Dengan

adanya klausul arbitrase di dalam perjanjian, arbitrase akan memiliki kompetensi

absolut.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat 1 UU.No 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu

Bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak
untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat

dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang mengenai arbitrase

pada tahun 1999 untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam praktek arbitrase

di negara ini. Peraturan mengenai arbitarse tersebut adalah undang-undang Arbitrase

dan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Setiap badan peradilan di Indonesia mempunyai kompetensi yang berbeda-

beda dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan

(memutuskan sesuatu).

® R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,

him.182.
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Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal 2 (dua) macam kekuasaan

mengadili yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan

mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai

dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.’

Adapun faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan

peradilan, yang melahirkan kekuasaan dan kewenangan absolut bagi masing-masing

lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (attributive competentie,

attributive jurisdiction)®. Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor

kewenangan khusus (spesific jurisdiction) yang diberikan undang-undang kepada

badan extra judicial, seperti arbitrase atau Mahkamah Pelayaran. Sama halnya

dengan badan peradilan lainnya, arbitrase memiliki kewenangan absolutnya sendiri.

Konvensi New York 1958 telah menempatkan status arbitrase sebagai forum atau

mahkamah yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaiakan dan memutus

sengketa, apabila para pihak telah membuat persetujuan
Kompetensi/kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan

kewenangan relatif.’

tentang itu.

absolut dan

Ketentuan pemilihan jalur penyelesaian sengketa dibuat dalam bentuk

perjanjian arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum

dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau

suatu perjanjian arbitrase tersendiri dibuat para pihak. setelah timbul sengketa.

7 Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina cipta, Jakarta, 1997, him .28

& M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him .179

® M. Yahya Harahap, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, him .26
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Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan arbitrase adalah:

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak tetap
memperhatikan syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata
untuk menjaga keabsahan perjanjian tersebut sehingga tidak mengakibatkan
perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan
bahwa jika dalam perjanjian telah disepakati untuk memilih forum arbitrase sebagai
lembaga penyelesaian sengketa maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Karena dengan adanya klausul arbitrase
tersebut secara otomatis memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk

menyelesaikan sengketa tersebut. ™

Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase
dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga
tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu
hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa:

’Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di
bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah

dalam lingkup hukum keluarga. Arbitase hanya dapat diterapkan untuk masalah-

masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling

10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
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menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

mereka. Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitase banyak digunakan

sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga

arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut

akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan

pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan

terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap

perjanjian (breach of contract — wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan

perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak

diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional

tersebut. Dalam jurisprudensi, kita mengetahui ada suatu kasus yaitu Arrest Artist de

Labourer dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah

memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketanya. Pada praktek saat ini juga

masih dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah dalam

arbitrase.!

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa:

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah di bidang
perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

! Budhy Budiman, Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik
Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999.http://www.uika-

bogor.ac.id/jur05.htm. Diakses 30 Agustus 2016.
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undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan dalam masalah-ma salah

dalam lingkup hukum keluarga, arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-

masalah luar lingkup hukum keluarga contohnya seperti dalam hukum perjanjian.

Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna

meneyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Paradigma

non-litigasi ini, dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan

konsensus, dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang

bersengketa, serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah

win-win solution, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara

lain menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.*?

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah

dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-

masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling

menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

mereka.’?

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan

sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga

arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut

akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan

12 priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska,

Jakarta, 2002), him, 2.

13 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama,

2006, Jakarta, him,.3.
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pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan

terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap

perjanjian (breach of contract — wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan

perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.**

Dalam sistem peradilan di Indonesia kedudukan arbitrase adalah extra

judicial atau peradilan semu (quasi judicial), sedangkan pengadilan negeri (state

court) berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power), arbitrase

mempunyai kewenangan absolut apabila para pihak sepakat menyatakan dalam

perjanjian bahwa akan menyelesaikan sengkta melalui arbitrase apabila terjadi

sengketa.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak

diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional

tersebut. Dalam jurisprudensi, kita mengetahui ada suatu kasus yaitu Arrest Artist de

Labourer dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah

memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketanya. Pada praktek saat ini juga

masih dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak.

Jika melihat sengketa yang terjadi antara Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

dengan PT. Mitra Integrasi Komputindo dimana kedua belah pihak sudah membuat

perjanjian kerjasama proyek pengembangan dan implementasi e-learning nomor

Yhttp://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm, Budhy Budiman, Mencari

Model Ideal

penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 (Diakses 15 September 2016)
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0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 25 Juli 2005. Bahwa tergugat (PT. Mitra
Integrasi Komputindo) adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi
informasi yang menjalankan usaha sebagai penyedia solusi pembelajaran jarak jauh
(e-learning solution provider), pembuat kursus dan sertifikasi berbasis elektronis (e-
content development and certification) berikut dengan penyediaan dan pengelolaan
sarana dan prasarana pendukung learning management system, termasuk software

aplikasi dan jaringan pendukung.

Penggugat (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ) adalah suatu asosiasi yang
menjadi wadah komunikasi antara perusahaan penyelenggara asuransi jiwa indonesia
dan melaksanakan pendidikan pelatihan keagenan dan melaksanakan dan

menetapkan sertifikasi keagenan asuransi jiwa di Indonesia.

Perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak didasarkan dengan pola
kerjasama bagi hasil pendapatan antara penggugat dan tergugat dari jumlah pengguna
yang nebggunakan program komputer e-learning yang menjadi objek gugatan yang
dibuat oleh tergugat.Sesuai dengan yang tergugat dalilkan dimana penggugat sebgai
pencipta dan memegang hak cipta atas seluruh program komputer yang menjadi
objek gugatan penggugat. Namun tergugat keberatan dan menolak dalil posita
penggugat pada point 5.7 yang mendalilkan dasar dan alasan penggugat sebagai
pencipta ciptaan yang disebutkan pada posita gugatannya pada point ke 1 pada
ketentuan pasal 11 angka 11.1 huruf c antara penggugat dan tergugat telah berakhir
hubungan hukumnya dikarenakan penggugat sendiri yang telah mengakhiri

perjanjian kerjasama secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang sesuai yang telah
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diatur di dalam perjanjian kerjasama, karena penggugat telah keliru dalam

mengartikan ketentuan pasal tersebut sebagai dasar bagi penggugat untuk mengklaim

bahwa penggugatlah selaku pemilik hak cipta, karena sudah sangat jelas ketentuan

pasal 11 angka 11.1 huruf c itu tidak berdiri sendiri, karena ada ketentuan pasal 11

angka 11.1 huruf a yang menyatakan dengan jelas pengaturan mengenai hak milik

intelektual. Dalam forum apabila terjadi sengketa sehubungan dengan perjanjian

antara kedua belah pihak akan menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

(BANI).

1.2 ldentifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang boleh

dikatakan paling penting diantara proses yang lain. Tanpa identifikasi masalah, suatu

proses penelitian akan menjadi sia-sia dan bahwkan tidak akan membuahkan hasil

apapun. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya suatu perikatan dalam kehidupan bermasyarakat, disebabkan

adanya suatu persetujuan atau lahir karena undang-undang. Hal ini

dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Selanjutnya, Pasal 1234

KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Disamping itu menurut R. Subekti, perikatan adalah suatu hubungan

hukum diantara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban dimana

terdapat suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu

kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.
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2. Pilihan forum dimaksudkan agar para pihak dapat menentukan bagaimana
sengketa yang timbul dari perjanjian dapat diselesaikan. Pilihan forum
adalah pilihan mengenai lembaga apa yang akan digunakan sebagai badan
penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut

3. Yuridiksi arbitrase muncul ketika ada klausul mengenai pilihan yuridiksi
atau pilihan forum di dalam perjanjian, yang menyebutkan bahwa
arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa yang di pilih oleh para
pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Klausul tersebut
disebut dengan Klausul Arbitrase. Dengan adanya klausul arbitrase di
dalam perjanjian, arbitrase akan memiliki kompetensi absolut.

4. Pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan
bahwa jika dalam perjanjian telah disepakati untuk memilih forum
arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa maka pengadilan negeri
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.
Karena dengan adanya klausul arbitrase tersebut secara otomatis
memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan
sengketa tersebut.

5. Adapun faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan
lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan dan kewenangan
absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga
atribusi kekuasaan (attributive competentie, attributive

jurisdiction)™.Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor

!5 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him .179
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kewenangan khusus (spesific jurisdiction) yang diberikan undang-undang

kepada badan extra judicial, seperti arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Kompetensi Absolut

dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata.

1.4 Perumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah Kkhususnya skripsi, maka untuk
mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai

dengan judul yang diajukan penulis.

Adapun permasalahan yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili
sengketa yang sudah terdapat klausul arbitrasenya?

2. Bagaimana keterkaitan antara pengadilan dengan lembaga arbitrase?

3. Bagaimana bentuk sengketa antara PT.Mitra Integrasi Kopetendo dengan

Asosiasi Asuransi Jiwa ?
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penulisan ini adalah:
1. Untuk mengetahui kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili
sengketa yang sudah terdapat klausul arbitrase.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara pengadilan dengan lembaga arbitrase.
3. Untuk mengetahui bentuk sengketa antara PT.Mitra Integrasi Kopetendo
dengan Asosiasi Asuransi Jiwa.
Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai
berikut :
1. Secara teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum,
khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum kompetensi absolut
lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdata.

b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya
kepada se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS
MEDAN AREA tentang keterkaitan antara pengadilan dan lembaga
arbitrase serta mengetahui kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan
mengadili perkara perdata.

2. Secara praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat

agar lebih mengetahui kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan

mengadili sengketa yang sudah terdapat klausul arbitrase.
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b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan
akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan.
Dalam hal ini mengenai Kompetensi absolut lembaga arbitrase dalam

menyelesaikan sengketa perdata.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” yaitu berasal dari bahasa latin yang

mengandung makna kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara kebijaksanaan.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian Arbitrase adalah sebagai

berikut :

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para

pihak yang bersengketa”.

Priyatna Abdurrasyid memberikan pengertian Arbitrase dalam pengertian

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), karena Arbitrase merupakan bagian dari

Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk Arbitrase) dapat diberi batasan
sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif
atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/Arbitrase agar
memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu
dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang

diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut”.*°

Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 tahun 1999 adalah:

'8 priyatna Abdurrasyid, Alternative Disputes Resolution-ADR/Arbitration, Rineka Tama,

Jakarta, 2000, him 7.
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Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga
tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu

hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di
bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan perundang-undangan

dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.'’

Untuk memilih penyelesaian secara Arbitrase, harus dipenuhi beberapa

persyaratan formal yang harus dilakukan diantara para pihak. Dalam penyusunan

kontrak diawal hubungan bisnis dimulai, para pihak sudah dapat membuat perjanjian

khusus diluar kontrak utama mereka, yang berisi tentang pilihan lembaga Arbitrase

tempat menyerahkan penyelesaian sengketa bila kelak dalam perjalanan bisnis terjadi

perselisihan tentang isi kontrak yang telah ditandatangani tersebut. Pilihan tempat

menyelesaikan sengketa tersebut lazim disebut dengan pilihan forum.

Masalah pilihan forum didalam penyusunan suatu kontrak atau suatu

perikatan merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan, dimana

para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan dan mereka dapat

memilih sendiri forum yang harus dipakai dalam kontrak. Para pihak di dalam

menyusun suatu kontrak atau perikatan harus benar-benar mengetahui konsekuensi

yang akan dihadapi dalam pilihan forum terutama apabila yang dipilih adalah badan

arbitrase.

Di Indonesia sendiri proses penyelesaian melalui arbitrase atau ADR

bukanlah merupakan hal yang baru dalam nilai-nilai budaya kita. Banyak penelitian

telah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan serta

" Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa
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tidak mencuatkan konflik ke permukaan, lebih diutamakan dan sangat dihargai

hasilnya.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaian sengketa perkara
perdata bidang bisnis atau perdagangan baik dalam skala nasional maupun berskala
internasional. Akhir-akhir ini peranan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis
atau bidang perdagangan semakin menjadi penting. Banyak kontrak nasional ataupun
internasional mencantumkan klausula arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui
arbitrase diyakini oleh kalangan bisnis memberikan keuntungan-keuntungan
tersendiri daripada melalui badan peradilan konvensional. Sedangkan pengakuan
serta efektifitas dari putusan arbitrase akan sangat tergantung dari sikap “gentlemen”

dari para pihak yang telah memilih lembaga arbitrase tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase, diakui memiliki beberapa
kelebihan-kelebihan yang tidak didapati pada proses penyelesian sengketa secara
litigasi di Pengadilan Negeri. Secara umum kelebihan proses penyelesaian sengketa
di Arbitrase dapat berjalan secara lebih cepat karena putusannya bersifat final and

binding.

Proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh tenaga ahli (expert) dibidangnya
serta dilakukan secara tertutup. Hal ini berbeda dengan proses penyelesaian di
Pengadilan Negeri, dapat berjalan bertahun-tahun karena adanya upaya hukum
seperti  banding, kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu proses
penyelesaiannyapun harus dilakukan secara terbuka. Satu hal yang kurang disukai

olen kalangan bisnis yaitu terbukanya sengketa diantara mereka, apalagi
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dipublikasikan melalui mass media. Demikian pula sifat bisnis yang menghendaki

penyelesian sengketa dalam tenggang waktu yang relatif cepat tidak berkepanjangan

menempatkan Arbitrase sebagai tempat yang lebih disukai untuk menyelesaiakan

sengketa dikalangan pebisnis.*®

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan

sebagai penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase

bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokok. Setiap pendapat

yang berlawanan terhadap pendapat hukum vyang diberikan tersebut berarti

pelanggaran terhadap perjanjian. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan

dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan

mengikat (berkekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak di perkenankan

memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak

yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Salah satu alasan yang menjadi dasar

pertimbangan hal demikian adalah bahwa suatu sengketa hampir mutlak merupakan

faktor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis. Suatu sengketa dapat

menghadirkan resiko-resiko merugikan yang tidak dikehendaki, hal ini menjadi

sangat perlu diperhatikan terutama dalam kaitan dengan visi bisnis yaitu efisiensi dan

profit.

'8 Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, PT. Gramedia, Jakarta, 2002 , him, 80.
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Dalam rangka mengantisipasi keadaan itu hukum positif kita telah

memberikan alternatif pilihan penyelesaian sengketanya. Penyelesaian utama,

mereka dapat menyelesaikannya melalui proses litigasi atau Peradilan umum. Namun

selain proses litigasi melalui Pengadilan, hukum positif kita memberi alternatif lain

bagi mereka untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui lembaga

Arbitrase atau melalui Alternatif Penyelesaian Perkara (APS) atau dalam istilah lain

Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 30 tahun 1999.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 bahwa

arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum

yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang

bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat terwujud dalam dua bentuk, yaitu:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang

dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.

2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul

sengketa.

Sebelum undang-undang arbitrase berlaku, ketentua mengenai arbitrase diatur

didalam pasal 615 sampai dengan 651 Reglemen Acara Perdata ( RV). Selain itu,

pada penjelasan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang
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Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara

diluar pengadilan atas dasar perdamaian melalui wasit tidak diperbolehkan.

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang

sudah lama di kenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di

Indonesia bersamaan dengan dipakainya Op De Rechverording dan Het Herzeine

Indonesich Reglement, karena semula arbitrase diatur dalam pasal 615 sampai

dengan 651 Reglement Op De Rechverording. Ketentuan tersebut sekarang ini sudah

tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.

Dalam UU. No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase

dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 angka 1 yang antara lain menyebutkan bahwa

penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau arbitrase tidak di

perbolehkan, akan tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial

setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.?’

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui

badan permanen. Arbitrase ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang

sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU.N0.30 tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitration Rules.

Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang

menunjukkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang

disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase ad-hoc perlu disebutkan dalam

¥ Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2002,him, 54.

20 Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, Chandra Pratama, Jakarta,

2001, him. 78.
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sebuah klausul arbitrase. Arbitrase Institusi adalah suatu lembaga permanen yang

dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang ditentukan

sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan badan-badan

arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar kalusul

arbitrase sebagai berikut “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian, akan

diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut

peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang

bersengketa, sebagai putusan dalam tingkat pertama dan akhir.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, ketua BANI yang diperiksa pertama sekali

adalah klausul arbitrase, Artinya ada tidaknya, sah atau tidaknya klausul arbitrase,

akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase.

Priyatna menjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase di buat setelah

sengketa timbul.**

2.1.2 Jenis-jenis Arbitrase

Jenis arbitrase ialah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan

kewenanganya untuk memeriksa dan memutuskan perselisinan yang terjadi antara

para pihak yang mengadakan perjanjian.

2l M. Yahya Harahap, Arbitrase Ditinjau dari Reglement Acara Perdata, Peraturan
Prosedur BANI, ICSID, dan peraturan Arbitrase UNCITRAL, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, him. 23.
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Jenis arbitrase dibagi menjadi dua yaitu arbitrase ad.hoc dan arbitrase

institusional.

a. Arbitrase Ad hoc (Ad hoc Arbitration)

Arbitrase Ad hoc atau sering disebut juga “arbitrase volunteer” atau

“arbitrase perorangan” ialah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan

atau memutus perselisihan tertentu. Kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc

bersifat “insidentil”. Kedudukan dan keberadaanya hanya untuk melayani dan

memutuskan kasus perselisihan tertentu. Selesai sengketa diputus, keberadaan dan

fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya Arbitrase ad hoc oleh

Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 dirumuskan dengan istilah arbitrators

appointed for each case yang bermakna arbiter yang ditunjuk untuk kasus yang

tertentu untuk satu kali penunjukan.

Dalam ketentuan ini jelas dapat dilihat sifat insidentil yang melekat pada

arbitrase ad hoc. Hal itu dapat disimak dari perkataan appointed for each case.

Penunjukan dan keberadaanya adalah kasus per kasus. Fungsi dan kewenanganya

bersifat “satu kali” atau een malig.?

Pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi, para pihak

bisa memilih dan menentukan arbiternya atau dapat juga meminta bantuan

pengadilan untuk mengangkat arbiter yang bertugas memeriksa dan memutus

sengketa tersebut. Arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase,

sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan

arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa.

22 Bambang Sutiyoso dikutip dari Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar

Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Jakarta,2004 him. 107.
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Maka dari itu arbitrase ad-hoc tunduk pada aturan tata cara peraturan

perundang-undangan dan tidak menutup kemungkinan bahwa arbitrase ad hoc

tunduk pada suatu rules atau konvensi tertentu.

b. Arbitrase Institusional (Institusional Arbitration)

Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat

“permanen”. Oleh karena arbitrase institusional merupakan badan yang bersifat

permanen, disebut juga permanent arbitral body. Nama itulah yang diberikan Pasal 1

ayat (2) Konvensi New York 1958 terhadap arbitrase institusional.”®

Berbeda halnya dengan arbitrase ad hoc yang mana terbentuk setelah adanya

sengketa namun arbitrase institusional sudah terbentuk sebelum adanya sengketa.

Permanent arbitral body dimaksudkan bahwa arbitrase institusional ini tetap berdiri

untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditanganinya telah

selesai diputus.

Jika dalam arbitrase ad hoc tunduk pada peraturan perundang-undangan,

arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa

tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional

sendiri.

Jika kesengajaan pendirianya hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau

negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat “nasional”. Ruang lingkup

keberadaan dan yuridiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Di

> Komar Kantaatmadja, Beberapa Permasalahan Arbitrase Internasional, Temu Karya

Hukum Perusahaan dan Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, him 34.
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samping arbitrase institusional yang bersifat nasional, ada juga arbitrase institusional

yang berwawasan internasional. Pada dasarnya arbitrase institusional yang bersifat

internasional ini merupakan pusat dari pada perwasitan menyelesaikan persengketaan

di bidang masalah tertentu antara pihak yang berlainan kewarganegaraan.

2.1.3 Bentuk - Bentuk Klausula Arbitrase

Adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ialah harus dilandaskan pada

kesapakatan bersama yang dituangkan dalam berntuk perjanjian arbitrase. Dalam

praktek dan penulisan, persetujuan arbitrase selalu disebut “klausula arbitrase”. Dari

berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi internasional, dijumpai dua

bentuk klausula arbitrase. Berarti, persetujuan arbitrase yang terdapat dalam berbagai

aturan, terdiri dari dua bentuk.

a. Pactum De Compromittendo

Pactum De Compromittendo berarti “kesepakatan setuju dengan putusan

arbiter”. Bentuk klausula ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi New York 1958,

yang berbunyi: “each Contracting State shall recognize an agreement in writing

under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences

which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal.

relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of

settlement by arbitration”. Inti dari pada pasal di atas ialah kebolehan untuk

membuat persetujuan di antara para pihak yang membuat persetujuan, untuk

menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari

kepada arbitrase. Kesepakatan itu yang dimaksud dengan “klausula arbitrase”.
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Dalam klausula arbitrase yang terbentuk pactum de compromittendo, para
pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan sengketa (disputes) yang mungkin
timbul melalui forum arbitrase. Pada saat kedua belah pihak telah sepakat dan
menyetujui klausula arbitrase, sama sekali belum ada perselisihan yang terjadi.
Penulis menyimpulkan bahwa klausula pactum de compromittendo dibuat guna
mengantisipasi apabila di masa depan kedua belah pihak mengalami sengketa dan

penyelesainya telah disepakati untuk menggunakan arbitrase.

b. Akta Kompromis

Kompromi (compromise) itu sendiri berarti a settlement of differences

yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui peradilan (to prevent a lawsuit).
Jadi akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang

telah timbul di antara orang yang berjaniji.

Akta kompromis diatur dalam Pasal 9 UU Arbitrase, berdasarkan ketentuan
pasal ini dapat diketahui bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat
setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian
tidak diadakan persetujuan arbitrase. Dengan demikian, akta kompromis ialah akta
yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang

berjaniji.

Jika klausula pactum de compromittendo dibuat sebelum adanya perselisihan
akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbulnya perselisihan.
Para pihak sebelumnya memang tidak mengikat dan menyetujui perselisihan itu

diselesaikan melalui arbitrase, namun ketika terjadi sengketa untuk menghindari
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penyelesaian melalui pengadilan para pihak menghendaki untuk menyelesaikannya

melalui arbitrase maka dapat membuat perjanjian itu. Perjanjian itulah yang disebut

dengan akta kompromis.

2.1.4 Kedudukan Klausul Arbitrase dalam Perjanjian ( Teori Vacta

Sunt Servanda)

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat

secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai

undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa

persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut

undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan kebebasan tersebut, berdasar kesepakatan para pihak yang

terlibat dalam suatu perjanjian dapat menentukan hukum mana yang berlaku dan

forum penyelesaian sengketa mana yang diberlakukan ketika terjadi suatu sengketa

di kemudian hari. Sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebeasan

berkontrak, maka para pihak dalam suatu perjanjian dapat juga menentukan sendiri

hal- hal sebagai berikut:

1. Pilihan forum (choice of jurisdiction), para pihak menentukan sendiri

pengadilan atau forum mana yang berwenang memeriksa sengketa diantara

para paihak dalam kontrak;

2. Pilihan hukum (choice of law), para pihak menentukan sendiri hukum mana

yang berlaku dalam interpretasi kontrak tersebut;
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3. Pilihan domisili (choice of domicile), para pihak menunujuk sendiri domisili

hukum dari para pihak tersebut.*

Pada umunya para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu perjanjian bisnis

lebih memilih untuk menyelesaiakan sengketa yang terjadi dengan jalur arbitrase.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh

pihak yang bersengketa. Di Indonesia penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur

oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak yang dapat

berupa bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah.

Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut klausul arbitrase.

Klausul arbitrase merupakan hal yang penting karena akan menentukan

berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa

yang berlaku, dan lain-lain. Untuk dapat menggunakan aribtrase sebagai pilihan

hukum untuk mengatasi permasalahan maka para pihak harus mencantumkan klausul

arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat sesuai kesepakatan para pihak sebelum

sengketa (pactum de compromitted), atau suatu perjanjian mengenai pilihan arbitrase

tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa (akta kompromis).

Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan

kepada perjanjian pokok. Keberadaannya hanya sebagai tambahan kepada perjanjian

pokok, dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian.

4 Munir Fuady. Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Citra Aditya Bakti,

Bandung. 2007. HIm.137
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2.1.5 Kesepakatan Para Pihak Dalam Perjanjian Terhadap Klausul

Arbitrase

Klausul arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam
suatu perjanjian maka sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda suatu perjanjian
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang
perjanjian yang bersangkutan tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang
diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian arbitrase
tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 2
KUHPerdata yang merupakan konsekuensi logis dari adanya asas Pacta Sunt

Servanda:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan
cukup untuk itu “

Dengan adanya klausul arbitrase tersebut para pihak telah sepakat untuk
membawa sengketa yang terjadi di kemudian hari ke arbitase bukan ke jalur
pengadilan. Klausul arbitrase tersebut telah menjadi undang-undang yang mengikat
para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pihak yang terlibat wajib untuk
melaksanakan ketentuan yang telah disepakati sesuai yang telah dituangkan dalam
perjanjian. Ketentuan mengenai perjanjian arbitrase tidak dapat dibatalkan secara
sepihak. Klausul arbitrase hanya dapat dilepaskan secara tegas dengan suatu

persetujuan tang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya

perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata, sehingga sebagai akibat dari sahnya
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perjanjian berlakulah Pasal 1338 KUHPerdata yaitu asas pacta sunt servanda yang

mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam

perjanjian. Klausul arbitrase tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang

bagi para pihak, sehingga para pihak harus tunduk dan patuh pada klausul arbitrase.

Klausul arbitrase yang mempunyai kekuatan mengikat secara otomatis

melahirkan suatu kewenangan bagi lembaga arbitrase untuk memeriksa dan

menyelesaiakan sengketa yang terjadi antara para pihak. Dengan dicantumkannya

klausul arbitrase dalam perjanjian, maka sesuai Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka

meniadakan hak para pihak untuk membawa sengketa ke Pengadilan Negeri karena

lembaga arbitrase yang berwenang untuk menyelesaiakan sengketa yang terjadi. Para

pihak harus tunduk dengan adanya klausul arbitrase yang telah disepakati dalam

perjanjian.

2.1.6 Objek Arbitrase dan subjek Arbitrase

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan

melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya)

menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 hanyalah sengketa di

bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan,

perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual.

Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa
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sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah

sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan

perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku 11 bab kedelapan belas

Pasal 1851 s/d 1854. Sedangkan para pihak adalah subjek hukum, yang berarti

merupakan subjek dari Arbitrase.

2.1 Kerangka Pemikiran

Skripsi merupakan suatu karya Tulis ilmiah yang disusun berdasarkan

penelitian-penelitian. Pada umumnya skripsi dibuat untuk ditujukan kepada

masyarakat luas, terutama bagi yang membaca skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini melalui gambaran secara umum dan menyeluruh

tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Penulis mengambil judul Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase dalam

Menyelesaikan Sengketa Perdata, dimana penulis akan menganalisis putusan untuk

menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini.

Dalam hal ini penulis mengkaji apa yang menjadi kewenangan pengadilan

dalam memutus suatu perkara perdata yang sudah mempunyai klausul arbitrase.

Penulis tertarik untuk membahas bentuk penyelesaian sengketa baik litigasi dan non

litigasi, mengingat banyak permasalahn yang terjadi saat ini. Mengetahui keterkaitan

pengadilan dengan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu masalah sengketa

perdata.
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2.2 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi

masih perlu di buktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat

perlu dalam melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan

hasil yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang

akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data

untuk membutikannya.?

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya

membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya

disusun dalam bentuk kalimat dan pertanyaan, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui

pengumpulan data.

Jadi adapun yang menjadi hipotesis dari permasalahan yang penulis

kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Klausul

arbitrase adalah alas hak, dasar hukum di atas para arbiter duduk dan punya

kewenangan, maka dengan adanya akta arbitrase para arbiter memiliki

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya

menjadi kewenangan pengadilan, tapi karena adanya klausul arbitrase lalu

menjadi kewenangan arbitrase.

’Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2011, him. 109.
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2. Keterkaitan antara pengadilan dengan lembaga diatur di dalam kekuasaan
kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan
yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang
digariskan peraturan perundang-undangan. Namun setelah adanya klausul
arbitrase sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase, para
pihak secara mutlak telah terikat. badan arbitrase untuk menyelesaikan atau
memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan
mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul
dari perjanjian, hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju
menarik diri kembali secara tegas perjanjian arbitrase yang telah dibuat.

3. Bentuk sengketa antara PT. Mitra Integrasi Kopetendo dengan Asosiasi
Asuransi Jiwa adalah sengketa Perjanjian, dimana kedua belah pihak sepakat
untuk menyelesaikan perkara dengan perjanjian. Sesuai dengan perjanjian
maka akan diselesaikan melalui badan arbitrase yang kemudian pihak kedua
turut mendaftarkan penyelesaian sengketa perjanjian melalui badan arbitrase

(BANI).
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BAB |11
METODE PENELITIAN

2.2 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk
memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. Penulis
menggunakan penelitian normatif (Studi Kepustakaan), dalam hal ini penulis
mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas
sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana ahli hukum dan akademis yang
bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi

ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu
penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat
dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder
yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang
berwujud laporan, dan sebagainya.?

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap

berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang

%®Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004, HIm. 57.
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berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan
penelitian.
Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun
bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah:
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-
undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa,dan lain
sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti berupa kamus dan
ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan

dengan penelitian ini.

3.1.3 Lokasi Penelitian
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Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis
mengadakan penelitian secara langsung ke Kantor Taufik Riyadi Partneship Law
Firm, yang beralamat kantor di Plaza Basmar, Jalan Mampang Prapatan Raya No.

106. Jakarta Selatan 12760-Indonesia.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan April - September 2016 dengan
mengambil putusan ke Kantor Taufik Riyadi Partneship Law Firm, yang beralamat
kantor di Plaza Basmar, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106. Jakarta Selatan
12760-Indonesia.

Adapun tabel penelitian penulisan Skripsi ini adalah sebagai berukut:

No Kegiatan | Sep Nop Juni Sep Okt | Nop 16
15
I PP e v vy 1

1 Pengajuan
Judul

2 Penyusunan
Proposal

3 Seminar
Proposal
Skripsi

4 Bimbingan
dan
Perbaikan
Seminar
Skripsi

3) Seminar
Hasil
Penyempur
naan SKripsi
6 Ujian Meja
Hijau
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3.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data
guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis
mempergunakan metode penelitian dengan cara:
1. Metode penelitian kepustakaan (library research)
Pada metode penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap berbagai
sumber bacaan dari para sarjana hukum yaitu buku-buku tentang hukum,
doktrin, media massa, jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta
peraturan tentang tindak pidana lainnya yang mempunyai relevansi dengan
permasalahan penelitian.
2. Metode penelitian lapangan (Field research)penulis langsung ke Kantor
Taufik Riyadi Partneship Law Firm, yang beralamat kantor di Plaza Basmar,
Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106. Jakarta Selatan 12760-Indonesia.

(Studi Kasus Putusan No.200/Pdt. G/BTH/PLW/2013/PN.JKT. PST).

1.3 Analisis Data
Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah merupakan tata
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Kemudian hasil
penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan

penelitian;
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b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya di sistematisasikan;

c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk

dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.?’

Analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis

kualitatif. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang

kemudian dari teori tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam penulisan

skripsi ini.

Data primer dan data hukum sekunder disusun secara sistematis dan

kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok

permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk

mendapatkan jawaban yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai

dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga

diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis

kualitatif maka data yang diperoleh akan menghasilkan data deskriptif analisis yang

akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

?’Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2004, him. 31.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Kewenangan absolut arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Klausul arbitrase adalah alas hak, dasar hukum di atas para arbiter duduk
dan punya kewenangan, maka dengan adanya akta arbitrase para arbiter
memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang
sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan, tapi karena adanya klausul
arbitrase lalu menjadi kewenangan arbitrase. Dalam putusan yang penulis
analisis maka di dalam putusan tersebut Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara aquo.

2. Keterkaitan pengadilan dengan arbitrase sudah dimulai dari proses awal
arbitrase sampai pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam hal ini dapat
dilihat dari UU Arbitrase yang mencantumkan beberapa peranan
pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase. Dalam
proses awal arbitrase adanya suatu pernjanjian arbitrase dalam bentuk
tertulis, maka menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan
penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam

perjanjianya ke Pengadilan Negeri.
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3. Pasal 5 Undang-undang Arbitrase menjelaskan Sengketa yang dapat
diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan
mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan\ perundang-undangan
dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata
sepakat), sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui
arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundangundangan
tidak dapat diadakan perdamaian. Sehingga ditinjau dari pasal — pasal
yang dijelaskan pada undang-undang arbitrase, sengketa yang terjadi
antara PT.Mitra Integrasi Kopetendo dengan Asosiasi Asuransi Jiwa
adalah Sengketa Perjanjian bukan Sengketa Hak Cipta. Hal ini
dikarenakan karena dalil sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang
dijadikan penggugat Il (vide posita gugatan aangka 5 poin 5.8 s& 5.10)
sesungguhnya adalah isi dari konten perjanjian dan semua adendumnya
antara penggugat dengan turut tergugat Il, yaitu tepatnya yaitu terkait
pasal 11 angka 1.27 huruf ¢ perjanjian No.04/AAJI/2009 tanggal 29 juni
2009.

5.2 Saran

1. Diharapkan adanya suatu aturan yang mengatur dengan jelas tentang bisa
tidaknya Pengadilan memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata yang
sudah terdapat Kklausul arbitrase. Sehingga dikemudian hari tidak ada
terjadi suatu perkara yang masuk ke pengadilan yang tidak bisa diputus
olen pengadilan tersebut. Adanya suatu perbaikan lembaga APS

(Alternatif Penyelesaian Sengketa) untuk menunjang penyelesaian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)25,/3/22



Astari Siti Sari Dewani - Tinjauan Y uridis Terhadap Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa.....

persengketaan yang insentif serta tidak dirugikan satu sama lain antara
pihak-pihak yang bersengketa.

2. Diharapkan adanya suatu korelasi yang baik antara pengadilan dan
lembaga arbitrase dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara aquo
yang bisa di putus Pengadilan dalam mengabulkan suatu gugatan dari
pihak tergugat maupun dari pihak penggugat. Dalam hal ini tidak adanya
rivalitas antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan pengadilan,
namun justru membantu pengadilan itu sendiri,membantu mengatasi
biaya tinggi, kepastian hukum dan penguatan publik.

3. Diharapkan kepada pihak-pihak yang bersengketa suapaya melakukan
suatu upaya hukum yang saling menguntungkan kedua belah pihak
dengan upaya damai (win-win solution) sesuai dengan perjanjian dibuat
oleh kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak, baik
itu dengan APS dipilih sebagai mekanisme menyelesaikan persengketaan
mengingat prosedur yang sederhana, waktu dan biaya yang lebih efisien,

dan ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
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